
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun
2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 45861;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
NasionaJPendidikan (Lembaran NegarnRepublik IndonesiaTahun
2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410);

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasa! 8 ayat (2)
Peraturan Menten Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penye1cnggaraanPendidiJeanMadrasah, pcrlu memberikan izin
operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di lingkungan
Kantor WUeyahKementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat:

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akees pendidikan madrasah
yang bermutu, perlu memberikan kescmpatan masyarakat melalui
organisasi berbadan hukum unruk menyelengg;'lTakanmadrasah
sesuai dengan standar nasional pendidikan;

c. bahwa Raudhatul Athfal yang tercanrum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis,
dan kelayakan yang telah dltetapkan:

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan c eli 8lBS. pcrlu menetapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat
tentang Pernberian lzin Opcrasional Pendirian Raudhatui AlbfaJ AI
lzzah BengkayangKabupaten Bengkayang.

KEPALA KANTORW1LAYAHKEMENTERIAN AOAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVlNSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR693TAHUN 2018
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFA.LAL lZZAH BENGKAYANG

KABUPATEN BENGKAYANG

Menging;'lt

Menimbang



MEMUTUSKAN...

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
PenyelenggaranPendidikan Madrasah (Berits Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri AgamaNomor 60 Tabun 2015 tentang
PerubabanAtas Peraturan Menteri Agama Nomor90 Tabun 2013
tentang PenyelenggaraanPendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 1733);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 teruang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (!..embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 rabun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomar 194,
Tambaban LernbaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambaban Lcmbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 rabun 2010 tentang
Perubaban Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaandan PenyelenggaraanPendidikan (Lembaran
Negara Republik lndonesta Tabun 2010 Nomor 112, Tambahan
LembaranNegaraRepubHkIndonesiaNomor 5157);

8. Peraturao Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tabun 2007
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolab Dasar/Madrasah
Ibtidalyab, Sekolah Menengab Pertama/Madrasah Tsanawiyab,
dan SekolahMenengabAtas/Madrasah AlJyab;

9. Peraturan Menten Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pcndidlkan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadl Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan NasionaJ
Nomor 15 Tabun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri AgamaNomor2 Tabun 2012 tentang Pengawas
Madrasab dan PengawasPendidikan Agama Islam pada Sekolab
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menterl Agama
Nomor31 Tabun 2013 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang PengawasMadrasah dan
PengawasPendid.ikanAgama Islam pada Sekolah [Berita Negara
Republi.k.lndonesiaTahun 2013 Nomor684);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tabun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi VertikaJ Kementerian Agama
(Berita NegaraRepubl.ikIndonesiaTahun 2012 Nomor851);



Ditetapkan di Pontianak
Padatanggal 16 Mei 2018

KEPALAKANTOR WILAYAH
ENTERIANAGAMA
V\N IMANTAN SARAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggaJditetapkan.KELIMA

Dalam hal perkembangan RaudhatuJ Atllfal sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA buruI a dinUai memenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dlmaksud Diktum
KEDUA huruf b tldak mendapat peringkat minimal C, maka
izin operasional sebagairnana dimaksud dalam Olktum
KESATUdicabut.

KEEMPAT

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana
dimaksud dalrun Diktum KEDUA huruf a dinilal memenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum
KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C. malta izin
operasional sebagalmana dimaksud dalam Diktum KESATU
tetap berlaku.

KETIOA

KEDUA

KESATU

KEPtJTUSAlI KJtPALA KANTOR WILAYAB KEMElfTERIAK
AGAIIA PROvmSI KALDlAlITAft &\RAT TElfTAl'fG
PEJlBERIAl'f Wlf OPERA8l0lfAL PEIfDIRlAIf RAUDHATUL
ATHFAL AL IZZAB BEI'fGKAYAl'fG KABUPATBIf
BBlfGKAYAl'fG.

Memberikan izln operasional pendirian madrasah kepada
Raudhatul AthfaJ sebagaimana tercanturn dalam Lampiran
yang merupakan bagian lidak terpisahkan dari Keputusan ini,
Setelahjangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul AthlaJ yang
bersangkutan wajib:
a. Menyampaikan laporan perkembangan RaudhatuI Athfal

kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat
paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik,
pelaksanaan kuriJculum, pelaksanaan pemenuhan standar
sarona prasarana. dan pelaksanaan pemenuhan standar
pendidik dan t.cnaga kependidikan; danyatau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA
kepada SAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peroturan
pcrundang-undangan.

Menetapkan

IBIlUTUSKAN :



KE ALA KANTORWILAYAH
ENTERLANAGAMA
NS fMAN'l'AN BARAT

1 Nama Madrasah RA. AL IZZAH BENGKAYANG

2 Nomor Statistik Madrasah 101261070007
3 Alamat Madrasah Jalan Bakti No.1

Desa I KeJurahan Bumi Emas
Kecam8tan Bengkayang
Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat

4 Nama Organisasi Penyelenggara YAYASAN ISLAM.AL FATIH BENGKAYANG

5 Akte Notaris Organisasi No. 32 Rudy Bonardy, SH. MM. Mkn
Penyelenggara Tanggal 29 Maret 2017

6 Pengesahan Akte Notaris AHU-0005971.AH.01.04. Tahun 2017

Organisasi Penye.lenggara Tanggal30 Marel2017

IDEN'l'ITAS RAUOHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN 1Z1NOPERASIONAL

LAMPlRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTORWILAYAH KEMEN'l'ERlAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 693 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERlAN lZLNPENOIRLANRAUOHATUL ATHF'ALAL IZZAH BENGKAYANG
KABUPATEN BENGKAYANG

, '
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Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

: RAUDHATULATHFAL AL IZZAH BENGKAYANG
: JALAN BAKTI NO.1
: BUMIEMAS
: BENGKAYANG
: KABUPATEN BENGKAYANG
: KALIMANTAN BARAT
: YAYASAN ISLAM AL FATIH BENGKAYANG
: NO. 32 RUDY BONARDY, SH. MM. MKN
: AHU-QOOS971.AH.01.04. TAHUN 2017 TANGGAL 30 MARET
2017

: 16 MEl 2016

Dlberikan kepada:

Nama Madrasah
Alamat
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupatan/Kota
Provinsl
Penyelenggara Madrasah
Akte Notana Penyetenggara
Pengesahan Akte Notaris

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomar: 2975/KW.14.2151PP.01.1/0512018

KANTOR WlLA YAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALiMANTAN·BARA T
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